
 

 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.329, 2015 INDUSTRI. Izin Usaha. Pencabutan. (Penjelasan 
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5797). 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 107 TAHUN 2015 

TENTANG 

IZIN USAHA INDUSTRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha 

Industri; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN USAHA 

INDUSTRI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri. 

2. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan 

kegiatan Industri. 

3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah 

jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai 

ekonomi yang lebih tinggi. 

4. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan 

IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 

untuk melakukan kegiatan usaha Industri. 

5. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang 

melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang 

berkedudukan di Indonesia. 

6. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan 

Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 

untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 

(lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam 

IUI. 

7. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada 

Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan. 

8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh perusahaan kawasan industri. 

9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan 

yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan 

rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi 

kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh 

kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian.  

 

BAB II 

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI 

 

Pasal 2  

(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI. 

(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku 

dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk: 

a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah 

atau manfaat lebih tinggi; dan/atau 

b. menyediakan Jasa Industri. 

(3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Industri kecil;  

b. Industri menengah; dan  

c. Industri besar. 

(4) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai 

investasi. 

 

Pasal 3 

(1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

meliputi: 

a. IUI kecil untuk Industri kecil; 

b. IUI menengah untuk Industri menengah; dan 

c. IUI besar untuk Industri besar. 
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(2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. identitas perusahaan; 

b. nomor pokok wajib pajak; 

c. jumlah tenaga kerja; 

d. nilai investasi; 

e. luas lahan lokasi Industri; 

f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan 

g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang 

menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk 

Jasa Industri. 

(3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Pasal 4 

(1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan 

menjalankan kegiatan usaha Industri. 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

berlokasi di Kawasan Industri. 

(3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan 

kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan 

Industri, dengan ketentuan: 

a. berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang: 

1. belum memiliki Kawasan Industri; atau 

2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh 

kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya 

telah habis; 

b. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri 

menengah yang tidak berpotensi menimbulkan 

pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; 

atau 

c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus 

dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi 

khusus. 
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(4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha 

Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan 

ketentuan: 

a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau 

b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana 

tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota.  

(5) Industri kecil dan Industri menengah yang tidak 

berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup 

yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b dan Industri yang menggunakan Bahan 

Baku khusus dan/atau proses produksinya 

memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 5 

(1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau 

pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai 

investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi 

kegiatan usaha Industri harus mengganti IUI yang 

dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan 

klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4. 

(3)  Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian 

IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan 

perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa 
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